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BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAFREAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

. PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahiwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95
ayal (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajakk Daerah dan Reiribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajgk Peherangen Jalan;

1. Pasal 18 ayat (0 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram  Bagian  Timwr,
Kabupaten Seéram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republilke Inhdonesia
Tahun 2003 Nomor 1535, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4330);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ®ntang Paik
Daerah dan Retribusi Daerah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
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. 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peinerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonésia Taliom 2004 Nomoer 244, Tatibaban Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor B5587) seébagaiinana
tekih diubah beberapa kali terakhir dengan Undeang-
Undafng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
‘Atas Undang- Undarig Nomor 23 Tehun 2014 tentdng
Pereriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Leinbaran

- Negara Républik Indonesta Nomior 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 80 Tahim 2015
tentang Pemben tukdan Produk Hukum Daerah;

| Dengan Persctujuan Befsama -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :
Merietapkari : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN,
SAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratiran Daerah ini, yang diiriaksud dengan :

1. Papk Penerangan Jalan adalah pajk atas penggunaan tenega listrik, baik
vang dihagilkan sendiri maupun diperoleh darf sumber lain

2. Objek pajpk adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah  Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujsan
kepentingan wmum. .

3. Subjek Pajpk adalah orang pribadi ateu bedean yang dapat dikenakan
papk.



10.

Wajib Pajgk adelali orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong papk, dan pemungut pajak, yarng mempunyal hak din
kewejiban perpajakan sesusi dengan keténfuan Pcoraturen Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah. .

Surat Ketetapan Paiak Daerah, yang sélanjutnya disinglat SKPD, adalah
Surat Ketetapar Pajpk yaig mefsentuksn besdrfya jumlah pokok pajak

yarg terntang.

Bupati adalah Bupati Repulauan Am. |
Surat Ketetapan Pajpk Deerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDKB adslah sutat ketetapan pajk yang meherituksin  besarnya jumlah
pokdk pajek, jumlah kredit papk, jumlal kekurengan pembayaran pokok
pajak, hesarnya sanksi adminisiratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajale Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnys
disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan papk yang menentulan
tambahen ats jumlah pajak yang telah ditetapkan

Surat Tagihan Pajak Daereh, yang dapat disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/ataiy sankei administrasi berupé

bunga danfatau denda.

Pajak yang terutang adabh pajak yang hars dibayar pada suatu ssat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tehun Pgjak
seauai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangen Perpajaken
Daerah.

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan mnama Pijask Penerangan Jalan dipungut Pajak atas pénggunaan.
tenaga listrik baik yang dihasilkan sendirt maupun diperokh dari suinber lain,

Pasal 3

(1) Obgk Pajk Pencrangan Jalan adalah perggundan tenagn listrik, baik

vang dihasilkan sendiri maupun yang -diperoleh dari sumber lain.

@ Listrik vang dihasilkan sendiri sebagaimena dimaksud pada ayat (1)

meliputl seluriih pembangkit Lstrik.



(3 Dikecualikan dari objek Paipk Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud

peda ayat (1) adalah :

o penggunami tenaga listrik olch Instdrsi Pemerintah dan Petnerivitab
Daerah;

b penggunzan tendga lstrik pada fempat-tempat yang digunakan deh
Keduﬁaan, Kotisilat dan Perwakilan Asing dengan asas timibal balik;
den .

c. peuggungaf ieénaga listrik yeng dibasilkan sendiii dengan kapasitas
teftenti yaiig tidak memerlukan ijin dari Instansi teknis terkait

Pasal 4
Subjek Pajak Penerangan .Jalan adelah orang pribadi ataw Badan yang dapat
menggunakan ténaga listrik.

Pemel &

Wai'b Peiak Penerangan .Jalan edelahh oreng pribadi afau Badah yang
mengiunakan téhegs lstrik,

BAB HI
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal &
(1) Daser pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalahi Nilai Jual Tenaga Listrik.
(3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan :
a dalam hal tenaga listrik berasal dari suimber lain dengan pembayaran,
Nilai Jusl Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya bebén tEtap
ditambah dengan hiaya pemakaian kWh/varieble yang ditagihkan
dalam rekening listrik; dan
b, dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendif], Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasatkan kapasitas tersedia, lingkat penggunaan listrik dan
harga satuan lstngrik wang berlaku di  vwilayah Daerah yang
bersangloutan.

Pasal 7

(1) Tarif Pajak Peneriangan Jalan ditetapkan scbesar 10% (sepuiuh persen)



(2} penggunasn tehaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
mimyak bumi dan gas alam, tarif Papk pernicrangan jlan  ditetapkan
sebésar 3 % fHga persen).

@ penggunsan téhaga listrik yang dibesilken serdiri; tarif Pajlk Penerarigsn
Jalan -ditetapkan sebesar 1,5% ( s=u koma litha peérsen}.

Pasal 8

Besaran pokok Pagk Penerangan Jalan yang terutang dihitung defigan cara
- tnengalikan tarif sebagaimana dimmksad dalath Pasal 7 dengan dasar
pengenasan pajpk sebagairiana dimaksid dalarm Pasal &

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Paplk Penerangan Jalan yang terutang dipungut A wildyali Kabupaten
Kepilanan Aru

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 10
Masa Pajk Pefierangan Jalan adalah jangka waktu yvang lamanya 1 (satu)
bulan.

BAB V1
PENETAPAN
Pagal 11

Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Paplk
Daerah (SKPD) atan dokumen laine yang dipersainakan.

BAB Vil
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 12
(1) Bupati menentukan tanggal jamah tempo pembayaran dan penyetoran
pajpk yang terutang paling lama 30 ftiga puluh} hari kerjp setelah saat
terntangnya pajak dan paling lhma 6 [enam) bulan sejpk tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
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sebesar 2 % (due persen) sebulan,

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sumt Keputusan pembetitlan,
Surat EKeputusan Keberatan den Putusan Banding, yang menyébabkan

Jumldh pa@k yang haris dibayar bertambah meriipalkan dasar pehagihan

pajk dan harus dilunasi dalam janglka waktu paling lfmia 1(satu)] Buban
sepk tanggal diterbitkan. '

Bupati atas permohonan wailb pajk setelah merheriuhi péersyaratan gng
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib papk untuk
mengangsur atiu menunda pefmbayaran pajak, dengan dikenaken bunga
Ketentuan lebihy lanjut mengenai tata cara pembdyarar, penyetoran, tempet
pembayaran, abgsiuran dan penundaan pefibayaraf pajak diatur dengan

Peraturan Bupati

Pagal 13

Papk vang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebeératan dan Putusan
Banding veng tidak atu kurang dibayar oléh wajb papk pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajk dengan Surat Pakss dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.

AT VI
KEDALUWARSA

Pasal 14

Hak untuk melalkuukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setélahi

melampai waktu 5 {Ema) Tahun terhitung sejlk saat terutargnya pajak,

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpagikan

daerzh.

Kedaliwarsa penagihan pajgk sebagsimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apalyila:

a, diterbitkan surat teguran denfatau surat pakss; atau

b ada pengakuan hutang pajak darl wajb paiak baik lungsung rmaupurn
tilak langsung.

Dalarti hal diterbitkan surat teguran dan sumat peksa stbagafmana

dimeksud pada ayat (2 huraf a kedaluiwarsa penagihan dihitung sejak

tangoal penyampaian surat pakss fersebut.
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Pengakuan utang pajlk secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{3 huruf b adalah wajib pagk dngan kesadarannya menyatakan masih
mempunyal utatig pgjpk dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah. _

Perigakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberétan oleh wajib pajek.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15
Tetam hal wajib pajak tidak membayar fepat pada wakhmya arau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen} sgetiap bulan dari pglak yang terutang yang tidak atau kurang
dibeyar.
Banksi sebagaimana dirheksud pada ayat (1) dikenaken umtul paling lama
5 {lma) bulan,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peratiran Daerah ini murlai berlblku pada tanggal ditndangkan.

Agar sctiop ovang dapat ‘mengetahuinya memeriniahken pengundangan,
Peramuran Dzerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan d Dobo
pada tenggal 19 April 2017

BUPATI KEPULAUAN ARLU,

nd

JOHAN GONGA



Diundangkan di. Dobo
pada tatiggal 15 NMef 2017
Plt. SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN EEPULAUAN ARU,

uia

MOHAMATD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALDKU : NOMOR 27/5/TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan asliriya
KEP ATiA BAGIAN HUKUM,
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